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Abstrak 
 

Penyalahgunaan narkotika pada masa ini sudah tidak asing lagi untuk dijumpai, keterlibatan anggota 
kepolisian dalam kejahatan ini berpotensi menimbulkan banyak dampak negatif dari banyak aspek dan 
berefek panjang terhadap keberlangsungan hukum dinegara ini. Penyalahgunaan narkotika pada saat 
ini sudah tidak lagi memandang usia, jenis kelamin dan juga profesi sehingga banyak dari berbagai 
kalangan yang terlibat dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut. Anggota kepolisian yang 
menjadi garda terdepan dalam memerangi nakotika harusnya jauh dan tidak terlibat dalam kejahatan 
narkotika agar penyebaranya tidak meluas dan dapat diputus. Skripsi ini berjudul kajian kriminologi 
terhadap anggota kepolisian pelaku pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika, bagaimana 
pengaturan dan sanksi terhadap anggota kepolisian sebagai pelaku kejahatan narkotika terlebih 
sampai kepada penyalahgunaan narkotika menjadi bisnis illegal hingga ketahap pencucian uang guna 
menyembunyikan harta kekayaan yang berasal dari bisnis illegal tersebut. Dalam skripsi ini penulis 
mencoba mengemukakan permasalahan tentang bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak 
pidana narkotika di Indonesia, serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anggota kepolisian yang 
terlibat sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan bagaimana upaya dari aparat penegak hukum untuk 
menanggulangi hal tersebut. Berdasarkan analisis data yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan kejahatan narkotika terlebih 
sampai kepada mengambil keuntungan melalui bisnis illegal jual beli narkotika dan menyamarkan hasil 
kekayaaan yang berasal dari bisnis illegal tersebut haruslah diberi hukuman yang lebih berat hal 
tersebut dikarenakan anggota kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya 
menjalankan perintah jabatan untuk melawan narkotika akan tetapi tersangka terlibat dalam kasus 
penyalahgunaan narkotka 
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1. PENDAHULUAN 
Kejahatan penyalahgunaan narkotika diindonesia saat ini sudah sangat menghawatirkan, 

Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya penagkapan yang dilakukan terhadap 
penyalahgunaan dan pengedaran narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat 
termasuk di kalangan generasi muda dan juga terlebih terhadap anggota kepolisian yang 
merupakan alat negara sebagai penegak hukum. Hal ini tentunya sangat berpengaruh 
terhadap generasi masa depan negara dan keberlangsungan penegakan hukum di indonesia. 

Kejahatan narkotika telah menjadi ancaman besar bagi Indonesia. Berbagai cara 
dilakukan oleh jaringan sindikat narkotika untuk melancarkan bisnisnya baik dengan cara 
mengembangkan modus operandi maupun pola kejahatannya. Salah satu pola kejahatan 
narkotika yang di lakukan adalah dengan cara menyamarkan hasil kejahatan narkotika agar 
tampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah. Kejahatan narkotika memiliki kaitan 
erat dengan proses pencucian uang (money laundering). Dalam Note of the Secretary (1992) 
dijelaskan bahwa perdagangan narkoba merupakan bagian dari kejahatan terorg anisir dan 
pencucian uang adalah cara untuk memanipulasi hasilnya. 

Kasus penyalahgunaan dan penjualan obat-obatan terlarang atau narkotika disebut juga 
sebagai kejahatan asal, yang mengarah pada kejahatan pencucian uang. namun demikian, 
tindak pidana asal yang disebabkan oleh pencucian uang tidak hanya berasal dari 
perdagangan narkoba (peredaran narkoba), tetapi juga dari korupsi, illegal logging, 
perdagangan senjata ilegal, prostitusi, perjudian, dll. Mengungkap kasus pencucian uang 
berarti mengungkap dosa asal. Kejahatan asal di Indonesia ini tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2002 (tentang Tindak Pidana Pencucian Uang), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. 

Financial action task force on money loundring (FATF) merumuskan bahwa money 
loundring adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan. 
Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya 
menikmati keuntungan-keuntungan itu tanpa mengungkap sumber perolehan. Penjualan 
senjata secara ilegal, penyelundupan dan kegiatan kejahatan terorganisasi, contohnya: 
perdagangan obat dan porstitusi dapat menghasilkan jumlah uang yang banyak, 
penggelapan, perdagangan orang dalam (insider trading), penyuapan dan bentuk 
penyalahgunaan komputer dapat juga menghasilkan keuntungan yang besar dan 
menimbulkan doronngan untuk menghalalkan (legitimize) hasil yang diperoleh dari money 
loundering. 

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum maka segala kekuasaan 
negara harus diatur oleh hukum. Apabila kita hubungkan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya 
didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya”.  

Fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa ke masa menjadi 
bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademis bahkan 
masyarakat kebanyakan dan pada umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif 
kedudukan, fungsi dan peran kepolisian tersebut. Polisi Republik Indonesia dalam terhadap 
masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban penegakan hukum, memberikan 
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dalam praktek dilapangan 
belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. kenyataanya 
ditengah-tengah masyarakat sering terjadi penyalahgunaan profesi hukum oleh anggotanya 
sendiri. Terjadinya penyalahgunaan profesi hukum tersebut disebabkan adanya faktor 
kepentingan,3 baik kepentingan eksternal juga internal kurangnya disiplin diri dan adanya 
faktor faktor kepentingan diri sehingga sering terjadi penyalahgunaan profesi hukum 
dikalangan penegak hukum itu sendiri. 

Penyimpangan perilaku anggota polisi merupakan pelanggaran terhadap peraturan 
disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri “Pelanggaran 
Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara 
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Republik indonesia yang melanggar peraturan disiplin”. dalam melakukan Upaya penegakan 
disiplin dan kode etik Polri sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang 
dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum 
dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak 
profesional. Tugas polisi dalam bidang penegak hukum adalah melakukan penyelidikan dan 
penyidikan, khususnya terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika baik sebagai 
pengedar maupun sebagai pengguna. Dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika baik 
jaksa, hakim maupun polisi perlu lebih dahulu memiliki kesadaran dan mental tangguh yang 
tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh dari pihak manapun dalam memberantas peredaran 
Narkotika di negara ini. 

Adapun contoh kasus terkait dengan anggota kepolisian pelaku pencucian uang yang 
berasal dari kejahatan narkotika adalah terjadinya pencucian uang yang bersal dari kejahatan 
narkotika yang dilakukan oleh Suherianto Bin Kasan Pardi seorang anggota kepolisian di kota 
Tebing Tinggi kabupaten Serdang Bedagai. Seperti yang terjadi dalam kasus putusan Nomor: 
102/Pid.Sus/2018/PN Srh. Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diatur dan diancam 
pidana sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan, dengan pidana penjara 20 (dua 
puluh) tahun dan denda sebesar 10.000.000.000,-(seppuluh miliyar rupiah). 

 
2. METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis 
normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 
sekunder berupa peraturan perundang-undangan tertentu dan hukum tertulis. Dalam 
penelitian hukum yuridis normatif peneliti tidak perlu mencari data langsung ke lapangan, 
sehingga cukup dengan mengumpulkan data sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu 
rangkaian hasil penelitian. 

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai suatu cara untuk melihat jenis serta pendekatan 
yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Berdasarkan judul dan rumusan masalah, sifat 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata 
melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil 
kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dan pendekatan dalam penelitian ini 
dititik beratkan pada penelitian hukum yuridis normatif dengan studi dokumentasi. 

Sumber data penelitian ini diperoleh terdiri dari: a. Data yang bersumber dari Hukum 
islam, yaitu Al-quran surah Al-mudatsir dan hadist rasul b. Data sekunder, yaitu data pustaka 
yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, 
kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri 
dari: 
1. Bahan hukum primer, yaitu undang-undang No. 8 Tahun 2010 dan undang-undang No. 

35 Tahun 2009. 
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelesana mengenai bahan 

hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku 
yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian ,hasil karya dari kalangan 
hukum. 

3. Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi prtunjuk maupun penjelasan 
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum, kamus 
besar bahasa indonesia dan internet. 
Keseluruhan sumber data hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi 

kepustakaan, semua bahan-bahan pustaka yang berasal dari literaturliteratur, peraturan 
perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan topik 
penelitian. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hal yang penting 
agar data yang sudah terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan jawaban 
dari permasalahan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya 
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dilakukan dengan analisis kualitatif. Pengelompokan dilakukan menurut kategori variabelnya 
masing-masing, yaitu : 
1. Kelompok data yang berhubungan dengan kajian kriminoloogi dalam undang-undang 

pidana. 
2. Kelompok data yang berhubungan dengan faktor anggota kepolisian s pelaku kejahatan. 
3. Kelompok data yang berhubungan dengan keterkaitan tindak pidana pencyucian uang 

dengan kejahatan narkotika. 
 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Pengaturan hukum Terhadap Anggota kepolisian yang melakukan Tindak Pidana 
Pencucin Uang 

Sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yaitu menegakkan hukum, setiap anggota Polri wajib 
mampu melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana. Hal ini 
akan sangat kontradiktif jika anggota Polri sendiri yang melakukan tindak pidana, karena ia 
harus menjadi panutan bagi masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Hukum tersebut berlaku bagi siapa saja yang melanggar hukum, 
termasuk anggota kepolisian, sehingga selain dapat dikenakan sanksi sebagaimana tertuang 
dalam UU No. 8 Tahun 2010 juga diberikan sanksi administratif bagi pejabat tersebut dari 
instansi terkait. 

Dalam pemberian sanksi pidana terhadap anggota Polri yang melakukan kejahatan 
Tindak Pidana Pencucian Uang dan juga kejahatan narkotika menggunakan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota 
kepolisan saja tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti telah melakukan kejahatan tindak 
pidana pencucian uang. Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam UU No. 
8 tahun 2010 tercantum dalam beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 3 , 
Pasal 4 dan Pasal 5. Selain sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang No. 8 Tahun 
2010, kepada anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dan kejahatan 
Narkotika juga diberikan sanksi administratif yakni sanksi yang diberikan oleh instansi yang 
bersangkutan. 

Berbagai produk peraturan perundang-undangan mengenai taindak pidana pencucian 
uang telah ditetapkan di indonesia adalah sebagai berikut: 
a. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana pencuian uang  
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
c. Kitab Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum cara Pidana  
d. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang telah diganti dengan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
e. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika 
f. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia  
g. Undang –UndangRI Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai 

Tukar 
h. Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidna Korupsi 

sebagaimna yang telah diubah dengan Undan-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 
i. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantun timbal balik dalam masalah 

pidana 
j. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengesaahan Internasional Convention 

for The Supression of The Financingof Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional 
Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999). 

k. Undang-Undang RI Nomor 7Tahun 2006 Tentang pengesahan United Nations 
conventions against corruption ,(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti korupsi, 
2003)  

l. Undang-Undang Ri Nomor 13Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban. 
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Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang No 8 Tahun 2010 telah mengatur 
tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidan pencucian uang antara lain:  
a. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul , sumber, lokasi, 

peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan 
yang dikethui tu patut diduganyan merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) 
UU ini) dipidana karena karna tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dengan denda paling bamyak Rp 5.000.000.000 (likma milyar 
rupiah). (dalam pasal 4) 

b. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negri, mengubah bentuk, 
menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta 
kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai 
dengan pasal 2 ayat (1) UU ini) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal 
usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana 
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 
(sepuluh milyar rupiah). (pasal 3) 

c. Setiap orang yang menerima atau menguasai, penempatan, pentrasferan, pembayaran 
hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang 
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) 
UU ini) dipidana karna tindak pidana pencucian uang dengan pudana penjara paling lama 
5 (lima) tahun dan denda paling banyak 1 milyar. 
Terhadap setiap orang yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau 

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dijatuhkan pidana yang 
sama dengan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 karena 
tindak pidana pencucian uang adalah merupakan tindak pidana yang tidak hanya mengancam 
stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan tetapi juga dapat membahayakan 
sendi-endi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan 
UUD Negara RI. Dari Pasal-Pasal ketentuan pidana diatas, menunjukkan adanya pengaturan 
terhadap jenis-jenis tindak pidana pencucian uang beserta sanksinya, yaitu: 

a. Tindak pidana pencucian uang yang bersifat aktif: yaitu tindakan untukmenempatkan, 
mentransfer, mengalihkan, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, 
membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat 
berharga lainnya, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut 
diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau 
menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut dihukum maksimal 20 tahun penjara 
dan denda 10 miliar rupiah. 

b. Tindak pidana pencucian uang yaitu: tindakan menyembunyikan atau menyamarkan 
asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang 
sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan 
hasil tindak pidana 20 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. 

c. Tindak pidana yang bersifat pasif berupa menerima atau menguasai penempatan, 
pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau 
menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 
tindak pidana dihukum maksimal 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. 

Anggota polri yang melakukan Tindak Pidna Pencucian Uang dan juga Kejahatan 
Narotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib 
menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian 
Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan 
bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran 
kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 
12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011). Oleh karena 
itu, anggota polisi yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang tetap dan Kejahatan 
Narkotika akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan 
sanksi pelanggaran kode etik. 
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Meski demikian anggota polisi yang disangkakan melakukan Tindak Pidana Pencucian 
Uang dan kejahatan Narkotika diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah 
sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas 
praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap anggota polisi 
tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan dengan tidak hormat 
berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang 
Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Menurut pasal 29 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia anggota kepolisian negara republik indonesia tunduk pada kekusaan peradilan 
umum. Hal ini menunjukan bahwa anggota polri merupkan warga sipil dan bukan termasuk 
subjek militer. Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka 
juga berlaku ketentuan peraturan disiplin dan kode etik profesi. peraturan disiplin polri diatur 
dalam PP No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia sedangkan kode etik kepolisian diatur dalam perkapolri No 14 tahun 2011 Tentang 
Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian merupakan penyimpangan 
terhadap peraturan disiplin anggota polri sebagaimana yang telah tertera dalam peraturan 
pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang peraturan disiplin anggota polri. Agar terwujudnya 
pelaksaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme polri perlu upaya 
penegakan disiplin dan kode etik. Sangat tidak mungkin penegakan hukum, dapat berjalan 
seperti yang diharapkan apabila penegak hukmnya sendiri tidak profesional dan ikut 
melanggar peraturan yang ada.  

Ketidak profesionalan akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau 
pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Seringnya diberitakan di berbagai media 
massa mengenai tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota POLRI, misalnya 
banyaknya kasus penyalah gunaan senjata api oleh anggota POLRI, adanya anggota POLRI 
yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota POLRI, termasuk 
dalam hal ini kasus pengrusakan fasilitas kampus, penganiayaan mahasisiwa Universitas 
Makassar Negeri dan penganiayaan jurnalis oleh beberapa anggota polisi pada saat 
pengamanan aksi demo mahasiswa yang menolak rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak di 
Makassar pada 13 November 2014 menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait 
dalam pelaksanaan tugas pokok POLRI yang disebutkan dalam Pasal 4 UU RI Nomor 2 
Tahun 2002 Tentang POLRI yang berbunyi : Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, 
tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan 
kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak 
asasi manusia. Sulit rasanya memishkan keeratan hubungan antara mayarakat dengan 
POLRI. Tidak ada masyarakat tanpa POLRI (ubi societas ubi politie). 
Faktor Penyebab dan Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang 

a. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang 
kejahatan money laundering adalah kejahatan yang sangat merugikan perekonomian 

negara, sehingga digolongkan sebagai perbuatan yang dapat mengancam kewibawaan 
negara, mengganggu serta mengac aukan sistem perekonomian dan dapat menghambat 
pembangunan nasional dalam rangka tercapainya kesejahteraan masyarakat. 

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja 
(intentional act) maupun kelalaian (oomission) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun 
putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan 
diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya 
ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut: 

a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini 
seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu 
tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga 
merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam 
keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat. 
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b. Merupakan pelanggaran hukum pidana. 
c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara 

hukum. 
d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran 
Kejahatan pencucian uang adalah kejahatan yang memiliki karakteristik khusus yang 

pemberantasanya tidak saja untuk memburu hasil kejahatan pencucian uang tersebut dengan 
bertitik tolak pada pemberantasan terhadap kejahatan asalnya, tetapi juga sekaligus 
pemberantasan terhadap kejahatan ekonomi. Dengan demikian diharapkan dalam rangka 
pemberantasan pencucian uang, bukan saja pelaku kejahatan asalnya tertangkap tetapi juga 
kemana aliran asal dana asal kejahatanya tertangkap tetapi kemana juga kemana aliran dana 
hasil kejahatanya tertangkap. Hal ini perlu diperhatikan dalam konteks diskorsus 
pemberantasan pencucian uang. Karna pencucian ung disertai oleh kejahatan asal .oleh 
karena itu penegak hukum harus bisa mendapatkan dua hal sekaligus , yaitu menangkap 
pelakunya serta hasil kejahatanya untuk dikembalikan kepada negara atau yang berhak, juga 
mengungkap kejahatan asalanya. 

Faktor penyebab timbulnya kejahatan money laundering begitu kompleks sekali. Mulai 
dari birokrasi pemerintah, sistem perbankan, hingga kepada besarnya biaya-biaya sosial dan 
kesulitan hidup yang dialami rakyat menjadi penunjang terjadinya peraktik ini. Dari sejumlah 
faktor tersebut dapat diinventarisasi dalam beberpa penyebab, yaitu: 

a. Faktor rahasia bank (Bank secrecy) yang begitu ketat. Ketatnya suatu ketentuan bank 
dalam hal kerahasaiaan atas nsabah dan data-data rekeningnya menyebabkan para 
pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh. Bank dilarang memberikan keterangan 
yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan lain-lain dari nasabahnya, 
yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali 
untuk kepentingan perpajakan, peradilan dalam perkara pidana, perkara perdata 
antara bank dengan nasabahnya dan dalam rangka tukar menukar informasi antar 
bank37. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana harus terlebih dahulu 
memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan kewenangan kepada 
polisis, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan 
keuangan tersangka/terdakwa pada bank. 

b. Penyimpanan dana secara “anoniymou saving passbook accounts” ketentuan 
perbankan memberi kemungkinsn untuk nasabah menyimpan dananya dengan 
menggunakan samaran atau tanpa nama. Austria telah dicurigai sebagai salah satu 
pangkalan bagi para monet laundere dieropa, yang membolehkan orang perorangan 
atau organisasi membuka rekening di bank tanpa nama (anonymous saving passbook 
accounts), akibatnya the financial action task force on money laundering (FATF, telah 
merekomendasikan agar terhitung 15 juni 2000 austria disuspen sebagai anggota 
FATF atas sistem perbankanya tersebut. 

c. Adanya ketidak sungguhan dari negara-negara untuk melakukan pemberantasan 
praktik pencucian uang dengan sistem perbankan, ketidak sesuaian demikian adalah 
karena suatu negara memandang bahwa penepatan dana-dana disuatu bank sangat 
diperlukan untuk membiayai pemangunan. 

d. Munculnya sistem teknologi perbankan secaara elektronik money atau e-money. 
Sistem perbankan ini dapat berinteraksi dengan sistem internet (cyber payment) yang 
kemudian dimanfaatkan oleh para pencuci uang (cyber laundering). Emoney adalah 
suatu sistem yang secra digital yang ditanda tanagani oleh suatu lembaga penerbit 
melalui kunci enskripsi pribadi dan melalui enskripsi rahasia ini dapat ditransmisikan 
kepada pihak lain 

e. Faktor selanjutnya adalah dimungkinkanya peraktik layering (pelapisan), dengan 
sumber pertama sebagai pemilik sesungguhnya atau siapa sebagai penyimpan 
pertama tidak diketahui dengan jelas, karena deposan yang terakhir hanya ditugasin 
untuk mendepositnya disuatu bank. Pemindahan yang demikian dilakukan beberapa 
kali sehingga sulit dilacak petugas.  
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f. Adanya faktor ketentuan hukum bahwa hubungan penasehat hukum dengan klien 
adalah hubungan kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan. Akibatnya,seorang 
penasehat hukum tidak bisa diminta keterangan menegnai hubungan dengan klienya.  

g. Belum adanya peraturan-peraturan money laundering dalam suatu negara. Beberapa 
negara, termasuk indonesi yang belum membuat sistem pengaturan hukumnya, 
menjadikan prektik money laundering menjadi subur. 

Dari uraian di atas, tampak bahwa faktor-faktor pendorong terjadinya pencucian uang 
sangat erat kaitannya dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan perbankan di 
suatu negara. Dengan kata lain maraknya praktik pencucian uang erat kaitan dengan political 
will pemerintah suatu negara dalam memberantas kejahatan pencucian uang melalui 
peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan dibidang perbankan. 

Selanjutnya mengenai faktor anggota kepolisian melakukan pencucian uang adalah 
sebagai berikut: 
1. Kurangnya penghasilan sehingga mereka berusaha keluar dari himpitan ekonomi 

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (Dua), yaitu keadaan 
ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan 
ekonomi yang baik maka orangorang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya 
dengan mudah.Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka 
pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orangorang berusaha untuk dapat 
keluar dari himpitan ekonomi tersebut. Dalam hubungannya dengan narkotika, bagi orang-
orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi baik dapat mempercepat memenuhi 
keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati dan sebagainya tentang narkotika. 
Sedangkan bagi yang keadaanekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi 
kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup 

2. Pergaulan/Lingkungan yang memberikan pengaruh negatif Pergaulan ini pada pokoknya 
terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat tinggal, 
lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. 

3. Mudahnya mendapatkan narkotika Kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin 
banyaknya beredar jenis-jenis narkotika di pasar gelap maka akan semakin besarlah 
peluang terjadinya tindak pidana narkotika. 

4. Kurangnya Pengawasan dari Aparat Penegak Hukum.Pengawasan di sini dimaksudkan 
adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaaan, dan peredarannya. 
Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang di lakukan pemerintah, tetapi juga 
pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata 
rantai peredaran, produksi dan pemakaian narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan 
ini, maka pasar gelap, produkso gelap, dan populasi pecandu narkotika akan semakin 
meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam itu sulit untuk dikendalikan. Di sisi lain, 
keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan 
intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat keperbuatan yang tergolong 
pada tindak pidana narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan sepertidimaksudkan di 
atas, maka tindak pidana narkotika bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk 
dilakukan. 
PPATK meminta semua pihak untuk mewaspadai 10 modus pencucian uangyang 

diramalkan bakal tetap muncul. Kesepuluh modus yang harus diwaspadai yaitu: 
Pertama, masyarakat harus sangat waspada jika terjadi pengalihan dana dan rekening 

giroinstansi pemerintah kerekening tabungan atas nama pribadi pejabat. Kedua, pihak bank 
khususnya juga harus teliti karena maraknya penggunaan identitas palsu untuk membuka 
rekening yang akan digunakan sebagai sarana penipuan. Selain itu, ketiga, pengawasan bank 
juga harus ditingkatkan pada rekening pejabat pemerintah beserta seluruh anggota keluargan 
ya yang rentan sebagai saran penyuapan. Keempat, uangb suap juga sering diberikan dalam 
bentuk barang. Walaupun barang tersebut dibeli atas nama sipejabat tapi sumber biayanya 
mungkin datang dari pihak lain. Kelima, pembukaan beberapa rekening atas nama orang lain 
juga merupakan modus operandi yang biasa dilakukan oleh pelaku illegal logging untuk 
menutupi identitasnya. Keenam, jasa asuransi pun mulai sering digunsksn sebagai modus 
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operandi pencucian uang. Biasanya pelaku akan membeli polis asuransi jiwa dengan premi 
tinggi yang langsung dibayarkan pada saat penutupan polis tersebut. Selang berapa waktu, 
polis akan dibatalkan dan premi dibayarkan akan dikembalikan walaupun dikurangi denda. 
Ketujuh, perusahaan bemodal kecil juga dapat digunakan sebagai pemilik polis asuransi yang 
berpremi besar untuk menutupi identitas asli pelaku pencucian uang. Kedelapan, transfer 
uang dari luar negeri juga harus dicurigai karena kemungkinan besar dana tersebut adalah 
hasilperbuatan melawan hukum yang dikembalikan setelah diungsikan keluar negri. 
Kesembilan, restitusi pajak yang tidak sesuai dengan profil perusahaan pembayar pajak juga 
dapat dicurigai sebagai upaya pencucian uang. Kesepuluh, populer dsebut dengan istilah 
mark up, yaitu pencantuman anggaran yang jauh lebih besar daripada biaya yang sebenarnya 
diperlukan. 

b. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
Upaya Pencegahan dan Pemberantasan kejahatan pencucian uang di indonesia antara 

lain dilakukan dengan pengesahan Undang-Undang yang melarang dan menghuk pelaku 
kejahatan tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu pemerintah juga membentuk Pusat 
Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebuah lembaga independen yang 
yang melakukan fungsi penyelidikan penyelidikan, yaitu mengumpulkan, menyimpan, 
menganalisis, dan mengevaluasi informasi dantransaksi yang dicurigai serta diduga sebagai 
perbuatan pencucian uang. Informasi ini kemudian diteruskan kepada penyidik untuk diproses 
berdasarkan KUHAP. 

Menurut pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pusat pelaporan dan analisis transaksi 
keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka pencegahan 
dan pemberantasan tindak pidna pencucian uang. Laranagn bagi setiap orang yang 
melakukan campur tanagn atas pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK sebagaimana 
dimaksud opada pasal 37 ayat (3), yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 
dua tahun dan denda paling banyak 500 juta (pasal 14 UUPPTPPU), selanjutnya menurut 
pasal 15, ancaman pidana yang sama juga dapat ditetapkan pada pejabat PPATK yang 
melanggar kewajiban sebagaima ditentukan pada pasal 37 Ayat (4). Pasal 16 mengatur saksi 
yang cukup berat dalam hal pejabat, pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim 
yang menangani perkara TPPU yang sedang diperika melanggar ketentuan pasal 83 Ayat (1) 
dan/atau pasal lima Ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun. 

PPATK adalah lembaga independen dibawah presiden Republik Indonesia yang memliki 
fungsi sebagai berikut: 

a. Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang  
b. Mengelola data dan informasi yang diperoleh PPATK  
c. Mengawasi keputusan pihak pelapor 
d. Menganalisi atau memeriksa laporan informasi transaksi keuangan yang terindikasi 

Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 2 Ayat (1) 

PPATK dikenal dalam sekala internasional sebagain Indonesian financial intelligence 
(FIU). FIU merupakan intilijen keuangan dalam rejim anti Pencucian Uang dan Kontra 
Pendanaan Terorisme (AML/CFT) di Indonesia. Pada dasarnya tugas PPATK sebagai 
financial intilligence unit tidak memandang pelaku itu sebagai birokrat, teknokrat, legislatif, 
eksekutif, maupun yudikatif, apalagi sampai menilai moral atau mental pihak yang dilaporkan. 
Pasal 3 Undan-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan setiap, “setiap orang yang menempatkan, 
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, 
membawa keluar negri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau suat 
berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga 
merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-
usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidna pencucian uang 
Keterkaitan antara kejahatan Narkotika dengan Tindak Pidana Pencucian Uang 
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Sejak tah un 1980-an praktik pencucian uang sebagai suatu tindak pidana telah menjadi 
pusat perhatian dunia barat terutama dalam konteks kejahatan peredaran obat-obat terlarang 
(psikotropika dan narkotika).Perhatian yang cukup besar ini muncul karena besarnya hasil 
atau keuntungan yang dipeoleh dari penjualan obat-obat terlarang tersebut, dan juga karena 
adanya kekhawatiran akan dampak negatif dari penyalahgunaan obat obat terlarang di 
masyarakat dan dampak lain yang mungkin ditimbulkanya. Keadaan ini menjadi perhatian 
serius banyak negara untuk melawan para pengedar obat-obat terlarang melalui hukum dan 
perundang-undangan agar mereka tidak dapat menikmati uang haram hasil penjualan obat-
obat terlarang tersebut. 

Perkembangan kejahatan pencucian uang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana 
peredaran narkotika. Sejarah perkembangan pencucian uang menunjukkan bahwa 
perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan merupakan kejahatan 
asal (predicate crime) yang utama yang kemudian melahirkan kejahatan pencucian uang ini. 
Perdagangan narkoba (drug traffiqing) merupakan salah satu kejahatan yang merupakan 
sumber utama dari kejahatan pencucian uang disamping kejahatan keuangan (finacial crime). 
Secara keseluruhan perdagangan narkoba masih dianggap sebagai sumber yang terbesar 
dari dana haram. Pelaku kejahatan narkoba maupun kejahatan yang terorganisir 
menggunankan cara “pencucian uang” ini untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil 
kejahatan sehingga kemudian diajidkan sebagai harta. kekayaan atau aset yang legal. Harta 
kekayaan yang seolah-olah legal ini kemudian digunakan lagi sebagai modal usaha atau 
bisnis illegal maupun legal, termasuk untuk kemudian mendanai kejahatan tersebut. 

Kejahatan peredaran gelap narkoba sejak lama diyakini memiliki hubungan erat dengan 
proses pencucian uang. Sejarah perkembangan tipilogi pencucian uang menunujukan bahwa 
perdaganagna obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal 
(predicate crime) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. Organizedm crime) 
selalu menggunakan metode pencucian uang ini untukmenyembunyikan, menyamarkan atau 
menguburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan dari hasil kegiatan 
yang sah, selanjutnya uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci itu digunakan untuk 
melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru. 

Perkembangan peredaran obat bius dibeberapa negara bahkan telah mencapai pada titik 
nadir. Gerrard Wyrsch (1990) mengungkapkan bahwa pencucian uang berasal dari bisnis 
narkotika di Amerika Serikat diperkirakan mencapai 100 sampai dengan 300 milyar dolar 
pertahun. Sedangkan di eropa berkisar antara 300 sampai 500 milyar dollar pertahunya, suatu 
angka yang fantastis. FATF (Financial Action task force on money loundering) dalam annual 
report tahun 1995-1996 memperkirakan bahwa lebih dari 600 miliar sampai dengan satu 
trilyun dollar uang yang dicuci pertahunya, sebgaina besarberasal dari perdagangan gelap 
narkoba. Perkiraan jumlah diatas setiap tahunya mengalami peningkatan sehingga dikenal 
istilah narco do lar, sekaligus menunjukan bahwa persoalan peredaran gelap narkoba 
merupakan kejahatan internasional (international crime) dan persoalan seluruh negara. 

Pasal 2 ayat 1 Undan-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencagahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut mengatur tentang objek dan objek 
dari pencucian uang dengan syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Harta kekayaan yang menjadi objek dari pencucian uang harus harta kekayaan yang 
diperoleh dari tindak pidana yang hanya disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) huruf a 
sampai dengan huruf z saja. Dengan demikian harta kekayaan yang diperoleh dari 
tindak pidana selain yang disebutkan pada Pasal 2 Ayat (1) huruf a sampai dengan 
huruf y atau selain yang diperoleh dari tindak pidana lain yang diancam dengan 
pidana penjara kurang dari 4 (empat) tahun tidak termasuk atau tidak menjadi objek 
dari pencucian uang. 

b. Tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) harus dilakukan diwilayah 
Negara kesatuan RI, apabila tindak pidana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) 
dilakukan diluar wilayah negara kesatuan RI, tindak pidana tersebut juga harus 
merupakan tindak pidana menurut hukum indonesia (asas kriminal ganda – double 
criminality) 
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Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa tindak pidana pencucian uang 
merupakan tindak pidna ikutan (underlying crime) dari suatu tindak pidana asal (prdicate 
crime), sehingga keberadaan tindak pencucian uang tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana 
asalnya.tindak pidana asal (pradicate crime) dengan tindak pidana pencucian uang berkaitan 
dan tidak bisa dihilangkan. Tindak pidana pencucian uang tidak akan ada kalau tidak ada hasil 
dari tindak pidana asalnya. 

Tindak pidana asal adalah cikal bakal terjadinya tindak pidana pencucian uang. Misalnya 
dalam suatu tindak pidana peredaran narkotika (drug distribution) dari hasil peredaran 
/penjualan narkotika tersebut, akan diperoleh uang atau harta kekayaan sebagai hasil 
penjualan tindak narkotika dimksud (criminal proceeds) yang kemudian “dicuci” dalam suatu 
transaksi keuangan atau diinvestasikan dalam suati bisnis yang legal, sehimgga uang hasil 
tindak pidana dari peredaran narkotika yang semula adalah dirty money, kemudian menjadi 
clean moneyi. Dengan demikian telah terjadi tindak pidana pencucian uang. Dari rangkaian 
kegiatan tersebut, dapat dilihat bahwa keberadaan tibdak pidana peredaran narkotika sebagai 
tindak pidana asal (predicate crime) adalah menjadi penyebab terjadinya tindak pidana 
pencucian uang yang dimaksud. Kalau tidak ada tindak pidana peredaran narkotika (pradicate 
crime) tersebut, tidak akan diperoleh uang atau harta kekayaan sebagai hasil tindak pidana 
(criminal proceeds). Kalau tidak ada diperoleh uang sebagai hasil tindak pidana, maka tidak 
ada pulauang yang “dicuci” dalam transaksi keuangan atau investasikan dalam suatu bisnis 
yang legal. Kalau sudah demikian, maka tidak akan ada timdak pidana yang 
dimaksud.sehingga kedudukan tindak pidana asal (pradicate crime) sangat penting dan 
merupakan causa (sebab) yang adequaat untuk terjadinya akibat berupa tindak pidana 
pencucian uang dari hasil tindak pidana asal (pradicate crime) yang bersangkutan. Tindak 
pidana asal (pradicate crime) tetap dapat terjadi meskipun tidak diikuti oleh tindak pidana 
pencucian uang, akan tetapi tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi jika tidak 
didahului oleh suatu tindak pidana asal (pradicate crime). 
 
4. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: 
1. Dalam hal pengaturan pidana tehadap anggota kepolisian yang melakukan pencucian 

uang yang berasal dari kejahatan Narkotika anggota kepolisian tersebut tunduk 
kepada kekuasaan peradilan umum sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang 
Kepolisian serta pemberlakuan kode etik profesi dan peraturan disiplin sebagaimana 
terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin 
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

2. Ada sembilan faktor-faktor yang mendorong tindak pidana pencucian uang di yang 
dilakukan oleh anggota kepolisian antara lain: faktor kurangnya penghasilan, faktor 
pergaulan/lingkungan, mudahnya mendapatkan narkotika, kurangnya pengawasan 
dari aparat penegak hukum. 

3. Hubungan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana Narkotika 
sangatlah erat hal ini dapat kita lihat dengan jelas di dalam peraturan hukum indonesia 
dalam Pasal 1 ayat 2 undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana pencucian Uang menurut hukum indonesia (asas kriminal ganda-
double criminality) Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa tindak 
pidana pencucian uang merupakan tindak pidna ikutan (underlying crime) dari suatu 
tindak pidana asal (prdicate crime), sehingga keberadaan tindak pencucian uang tidak 
bisa dilepaskan dari tindak pidana asalnya.tindak pidana asal (pradicate crime) 
dengan tindak pidana pencucian uang berkaitan dan tidak bisa dihilangkan. Tindak 
pidana pencucian uang tidak akan ada kalau tidak ada hasil dari tindak pidana asalnya. 
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